
BUPAT! BOLAANG MONC-ONDOW TIMUR 
PROVINSISULAWESIUTARA 

PERATUR.AJ., BlJPATI BOLAAriG 1',fOfiGONDOW Tll\1UR 

NOMOR 1.? TAHUN 2017 

TENT ANG 

STAriDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PELAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI {PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR: 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) UndangUndang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infonnasi Publik, 
maka setiap Badan Publik termasuk didalamnya Pemerintah 
Daerah perlu menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan 
informasi publik; 

b. bahwa daiam upaya penyediaan inforrnasi publik di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bolaang MongondowTimur, maka perlu 
disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi 
pedoman bagi Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi 
(PPID) dalam penyediaan dan pengelolaan infonnasi publik 
secara baik dan efisien sehingga dapat diakses oleh masyarakat 
dengan mudah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan lrur'uf b diutas, dipandang perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional 
Prosedur Pelayanan Informasi pada Pejabat Pengelola Infonnasi 
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bolaang Mongondow Timur. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4220); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Inforrnasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4843); 



4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
?.00~ Nomor ti. 1, 'T'::lmh.Ah:::tn T .Pmh::'lr::'ln Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Daerah Kabupaten Boiaang Mongondow Timur di Provinsi 
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4875; 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
P11hlilr tT .PTnhnrcin NPonrn RPn11hl1lr Tnrlr.nP~io 'T'nh11n '){)()Q ... ----- ,-- ...... ·-~-.... .... ··-t:>-- ..... _.I:" __ .............. __ .,.. ... __ ... _ ... _ .. _ .. ---~ 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5071); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
o ..,t-., ... an p.,.,....,nrlann-ITnrlt:>nrrt;>n IT .,.,......h..,.,.an l\T.,.nara i:> ... n,1hHlr 
&. - ~ -.....'L,4,,&& _ ~ -~&b ""' -.. t:,""4..1.&. \~"' -bl.A.&-. &'-'-'~ a.J.&..I. Jrrrr. 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20i4 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
T Prnh::ir.An NP.'1Ar.A RP.m1hlik TnilonP.siA Nomor !=in7Ql· ------ -- --- - · -c,-- -- - -- r ---- --------- ---- - - ..... - - - - 111 

. ·, 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
K::ihnp::ittoon /Koh:1 (T .Prnh.Ar::in Negara RPp11hHk InrlrmP~d::i 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan 
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan 
T nformatika; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 
uokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalarn Negeri; 

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tantang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036. 

16. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Q,t.n""''1 "'..- T n.<r ... .,..,...,,,..."""' T..-,,.-'".......-."-n; 'D,., hl.;1.,... 
....... UA..&..&'-A.u..&. ~J'4,.1.1-(..U~ •.1..1..&.'-1 ... .l..a..u:..&.".J. .I. LI.IJ~. 
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17 .Peraturan Komisi Infonnasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Prosedur Penyelesaian Sengketa lnfonnasi Publik 

10 0---A..-.-.--._.- T"I.- ---1- TT-'------.L--- T-.-1- -·- - 11.tr ---- ...JI ,.,..,.: _ 
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Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 
Timur. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 
PROSEDUR(SO~PELAYANAN INFORMASI PADA 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
(PPlD) Dl LlNUKUNUAN P~MEIDNTAH KAHUPATEN tlOLAANU 
MONGONDOW TIMUR. 

Pasal 1 
,1- ' 

n.L..---- -1 ""'-- ! _ ..... _, ~-·- - - _.. 11"'\r'\.n, 1- __ : ~-!-1- _.,_ r.... ,_, _ y __ .J:_ ----- __ .:= -1 _ 
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Dolrumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow 
Timur merupakan pedoman dalam pengelolaan informasi bagi satuan kerja 
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian 
dan pelayanan informasi serta penetapan Peiabat Pengelola Informasi dan 
Dolrumentasi. 

Pasal 2 
SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana Rincian 
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merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

.• --._ 
( \ 

Pasal 3 
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Bolaang Mongondow Timur Nomor 285 tahun 2015 tentang Pembentukan 
Pejabat Pengelola Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur Tahun 20 i5 ciinyatakan dicabut dan tidak berlaku 



Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur. 

Ditetapkan di : Tutuyan 
Pada tanggal : 5 r) l.,.\. L \ ?C' 7 

~BUPATI BOLAANG MON~r 

SEJLANDJAR 
Diundangkan di: Tutuyan 
Pada tanggal : t ~ ~ 1 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

Ir. Hi. MUHAM ASSAGAF 
PEMBINA UTAMA MADYA 

NIP. 19590813 198503 1 010 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 
2017NOMOR 

No PENGELOLA PARAF 
Mohon Untuk 

1. Bupati Bolaang Mongondow Timur dapat 
ditanda angani 

2. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur v 
3. Sekretaris Daerah v, r1 
4. Asisten Bidang Pernerin tahan dan Kesra / , 1' 

.,..., 
5. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan J~ 
6. 

Kepala Dinas Komunikasi lnformatika Persandian dan 
J~ Statistik . 

7. Kepala Bagian Hukum 
I q.. 

Sekretaris Dinas Komunikasi lnformatika Persandian J} ' 8. r dan Statistik 
9. Kasubag Perundang-Undangan <j=- 

I 



Lampiranl 
Nomor 

: PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 
: 4:2.. ~ ~ ?-<>., 

: ~ (JVvi: !;).e.7 l 
Standar Operasional Pelayanan Informasi Pada Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 

"' ~ i anggar 
Ten tang 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PELAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT PENGELOLA 

"f''l\T~.,....,.,r,i, ... Ir A r,y ~ A ~T ~l""-TTT Tll •T':'\1'Trr'\ A (''T /T"\,T"'t.T.,...._.\ 
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DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

I. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi 
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan 
bagian penting bagi pertahanan Nasional. Hak memperoleh 
informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi 
publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang 
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan 
penyelenggaraan negara yang baik. Dalam era globalisasi saat ini, 
Informasi merupakan salah satu kebutuhan utama setiap individu. 
Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Undang 
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (UU KIP). 

memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka 
akses bagi setiap Pemohon iniormasi pubiik untuk mendapatkan 
informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. 

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). 
bertujuan antara lain menjamin hak warga negara untuk mengetahui 
rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan 
proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan 
suatu keputusan publik. Sedangkan manfaat bagi Badan Publik, 
tujuan regulasi ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan dan 
pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk 
menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. 



Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun sebagai alur 

proses pelaksanaan pelayanan infonnasi dan acuan tentang 

ruang lingkup, tanggung jawab serta wewenang Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Kabupaten 

Bolaang Mongondow Timur dalam menyediakan Informasi 

tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan pelayanan 

informasi publik. 

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). telah 

memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk 

memperoleh Informasi Publik, dimana setiap Badan Publik 

mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani 

permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu , biaya ringan 

dan cara sederhana. 

Dengan terbitnya regulasi keterbukaan informasi publik ini, 

telah mendorong Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk 

membuka diri terhadap setiap informasi yang diminta masyarakat. 

Langkah awal yang dijalani Pemerintah Kabupaten Bolaang 

Mongondow Timur adalah membentuk lembaga Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan sistem terpusat 

(sentralisasi), dimana Dinas Komunikasi Informatika Perandian dan 

Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai leading 

sektomya atau disebut PPID Utama, Sedangkan Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur serta Lembaga / Badan 

Usaha Milik Daerah yang telah menerima anggaran APBD Kabupaten 

Bolaang Mongondow Timur adalah pejabat yang melaksanakan tugas 

clan fungsi sebagai PPID Pembantu. 

Togas PPID utama adalah menyediakan akses informasi publik 

bagi Pemohon Informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID Utama 

perlu menetapkan standar layanan informasi dalam bentuk Standar 

Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bolaang Mongondow Timur. 

ini, diharapkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan 

Informasi Pubiik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap 

informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi. 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Maksud 



c. Memberikan standar bagi PPID Utama dan PPID 

2. Tujuan 

a. Mewujudkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan 

Informasi Publik secara efektif dan efisien. 

b. Memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi. 

Pembantu dalam melaksanakan pelayanan informasi 

publik 

C. ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

1. Transparansi 
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak 
yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta 
mudah dimengerti. 

2. Akuntabilitas 
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan 

3. Kondisional 
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 
pelayanan dengan tepat berpegang pada prinsip efisiensi dan 
efektifitas 

4. Partisipatif 

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi , 
kebutuhan dan harapan masyarakat 

5. Kesamaan hak 
Tidak diskriminatif dalam arti tidak: membedakan suku , ras, 
agama , golongan , gender dan status ekonomi. 

6. Keseimbangan hak dan Kewajiban 
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak 
dan kewajiban masing masing pihak. 

D. PENGERTIAN 

Dalam SOP ini yang dimaksud dengan:· 

1. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur; 

2. Badan Publik adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur. 



,' 

tandatanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik 
data, fakta, maupun penjeiasannya yang dapat diiihat, 
didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan 
dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi 
dan komunikasi secara elektronik atau non-elektronik. 

3. Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada 
seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi 
publik yang dibutuhkan. 

Publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber 
daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan 
kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 
ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa 
laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. 

5. Dokumen adalah data, catatan dan/ atau keterangan yang 
dibuat dan/ atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, 
baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun 
terekam dalam bentuk apapun yang dapat dilihat, dibaca atau 
didengar. 

6. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan 
dan/ atau keterangan yang dibuat dan/ atau diterima oleh 
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 

8. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, 
dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh Pemerintah 
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang berkaitan dengan 
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau 
penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya 
yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain 
yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

9. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi 
secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi 
organisasi serta kategori informasi. 



10. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh 

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kepada 

masyarakat pengguna informasi. 

1 1 o .... ,,..,hni- 
..L .a.• .a. .....,_ .JCA.Ullt.l..l.. 

selanjutnya disingkat dengan PPID Utama adalah pejabat yang 
bertanggung jawab dalam bidang penyediaan, darr/atau 
pelayanan informasi, penyimpanan dan pendokumentasian, 
di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 

lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur serta Lembaga f Badan Usaha Milik 
Daerah yang telah menerima anggaran APBD Kabupaten 
Bolaang Mongondow Timur 

1~ PPnC70'1lnl=l Tnfnrml=l~l P11hHk l=lnl=lll=lh nrl=lnO' '7l=lnC7 mPnam1nl=lkl=ln - - . - ---=---- ------ ------ - ----- ----- -- --o J --o ------=-------- 
informasi publik sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 14 
,n_t ~r"\.r'\t, J •. .'J _ .• -·Yr.,. _,1 1 . _ .. T __ r _. ~ T"'tt....-1.1~1 1 cU1uu ~vuo L~Iu.aug 1'..eLeruuK.,:U:Ul 1111un11c::1'ti1 ruuuK. 

14. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan 
hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian 
dokumen secara sistematis. 

II. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 
TIMUR 

A. TOGAS DAN WEWENANG PPID 

1. Tugas Pokok PPID Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 

a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan 
bahan informasidari PPID pembantu; 

b. Menyirnpan, rnendokumentasikan, menyediakan dan / atau 
memberikan pelayanan informasi kepada publik; 

c. Melakukan veifikasi bahan informasi publik; 

atas informasi publik 

yang dikecualikan; 



e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasai; 

f. 

masyarakt. 

2. Tanggung Jawab PPID Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 

a. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian 
seluruh informasi publik yang berada di Badan Publik 
Pemerintah Daerah; 

b. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh 
informasi publik dibawah penguasaan Badan Publik 
Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh publik. 

3. Wewenang PPID Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 

a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjannya; 

c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan 
PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; 

d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ 
tidaknya diakses oleh public; 

e. Menugaskan PPID pembantu dan/ atau Pejabat Fungsional 
untuk membuat, mengumpulkan , serta memelihara 
informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi. 

B. KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PPID 

1. Kedudukan PPID utama: 

PPID Utama berkedudukan di Kantor Dinas Komunikasi 
Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur. 

Komunikasi lnformatika Persandian dan Statistik Kabupaten 
Bolaang Mongondow Timur; 

Penunjukan PPID ditetapkan melalui Keputusan Bupati. 

2. Struktur Organisasi PP!D, terdiri dari: 

( 1) Pembina; 

(2) Wakil Pembina; 



( } 
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(3) Pengarah/ Atasan PPID; 

(4) Tim Pertimbangan Pelayanan lnformasi; 

(5) Ketua PPID Utama; 

(6) Wakil Ketua Utama; 

(7) Sekretaris PPID Utama; 

(8) Sekretariat PPID Utama; 

(9) Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi; 

(10) Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi informasi; 

(11) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi; 

(12) PP!D Pembantu. 

c. li'TTMr.!~U nA 1\1 TTTr.!A!Q M .A!lotTN'n - M' 4!1.tTNn TIM' 'P'PTn - ------ -·-· ---·-- ----·-- --·--··- ......... ---- 
1. Pembina PPID : Bupati Bolaang Mongondow Timur 

Fungsi: Pembinaan terhadap pengelolaan layanan informasi 
dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan 
pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan 
mekanisme yang ditentukan, 

Tugas: 1. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan 

Pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Timur; 
'J.MPngP~Qhk~n dan TnPTIPtapk~n jenis-jenis 1nfnrTT1~~1, 

yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan 
secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta 
informasi yang dikecualikan. 

2. Wakil Pembina PPID : Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur 
Fungsi : Membantu fungsi pembina pada pembinaan terhadap 

pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi dan 
seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan 

Tugas: 1. Membantu pembina untuk melakukan pembinaan 
informaei 

dokumentasi dilingkungan Pemda 
rlQn rnPnPtAnkAn ---- ------- - r------ 

jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib 
disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, 
tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan. 

3. Pengarah/ Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur 

Fungsi : 1. Mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan 
dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi 
............. -- •--~ ...... •-----! ....3-- "'--1..----A! .... --: Y c:u.1.5 l.'-.1. ll.l. U ... 5.l c:l.>J. UC:U.I. l.'-.1. A.UV.I. U.1..1..1.c:l.>J. 



2. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon 
informasi publik; 

3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan 
oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling 
1 ..... _ ...... _ .. ".)("\ ''"~-- _'T,1,,1-\ \....--: 1,-....:- --:-1,. ,.1~.,_"'._.: ..... _ 
J.G\.1.U.UCl.\ .. '-'V \U.5Cl. pLO.UI.J.J J.J.CUJ. A.'--J.JCl. >':>'-'JaA. U1.U...J.llJ.J.CUJ..YCl. 

laporan keberatan secara tertulis; 
4. Sebagai perwakilan baden publik Pemda dalam 

sengketa informasi publik; 

Tugas 

!=i. MP.mhP.rik::in pP.rsP.tnjn::in ::it::111 pP.nol::ik::in ::it::is suntt 
penetapan daftar informasi publik dan surat 
penetapan klarifikasi dari PPID utama. 

: 1. Memberikan arahan kepada PPID terkit pengelolaan 
layanan informasi dan dokumentasi; 

2. Memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi 
dan dokumentasi yang dapat diakses / diberikan 
t~~--...l- ,... __ ~-l"----!, 
A.\.,J.-'Cl.UCl. P'--J.J..LV.L.LV.L.L ll.L.LV.L J..L.LQ~ .. , 

3. Memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji 

4. Memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID 
tP.rkajt dengan ~P.t;ap kP-hljAhm y::ing nfamhil 11nh1k 

memenuhi hak setiap pemohon informasi. 

4. Tim Pertimbangan : 
Togas 1. Membahas usulan-usulan informasi yang 

1 •1 1 • 'I uucecuanaxan; 
2. Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi 

informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; 
3. Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hl 

yang belum diatur dalam panduan .. 

5. Ketua PPID Utama: pejabat ex officio Kepala Dinas Komunikasi, 
Informatika, Persandian dan Statistik 

Fungsi fungsi ketua yaitu pelaksana koordinasi perencanaan, 
pengelolaan, pelayanan dan pengendalian informasi dan 
dokumentasi. · 

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan 
•r ., ,, I. mrormasi aan coxumentasi. 

6. Wakil Ketua PPID Utama: pejabat ex ojfici.o Kepala Bagian Humas 
Setda Kabupaten Bolaang Mongondow 
Timur .. 

Fungsi Fungsi wakil ketua yaitu membantu ketua dalam 
pelaksanaan koordinasi perencanaan, pengelolaan, dan 
PP.TI genda fi~n ;nfotTTUlS1 n~n nn k, lmP.nt::-a ~1. 



l 

Tu gas Tugas wakil ketua membantu 
mengkoordiansikan perencanaan, 
nP.nPP.nn~H::i.n dan P.VAhl~~l nP.lAv~n!ln r -- o--------- - · -------- r -- J ------ 

dokumentasi. 

ketua untuk 
pelaksanaan, 

tnfnrm!l~1 nAn 

7. Sekretaris PPID : pejabat ex officio Sekretaris Dinas Komunikasi, 
Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten 
Rol::i::inp MnnPnnnow '1'1m11r - -------c, -----c:,----- .. ------ - 

Fungsi 1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program 
pengelolaan inforrnasi dan dokumentasi; 

2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas 
bidang-bidang pada sekretariat; 

3_ Pe1A'ksa.T1aAT1 koordinasi dan korisolidasi dalam rangka 
pengumpulan informasi dan dokumentasi; 

4. Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan 
dokumentasi; 

5. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan 
pelayanan informasi publik melalui media cetak dan 
elektronik 

6. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian 
pelayanan informasi dan dokumentasi; 

7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan peloporan 
kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi. 

1. Mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan program dan 
kegiatan yang dilakukan oleh PPID SKPD; 

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
ketua PPID Kabupaten. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh 

Tu gas 

Sekretariat. 

8.Sekretariat PPID Utama 

Y aitu terdiri dari 

1) Koordinator sekretariat setingkat Eselon IV yaitu pejabat ex officio 
Kepala 

Seksi Analisis dan Pengolahan Data pada 
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 

Dinas Kominfo 

2) Pengelola Publikasi 

3) Pengelola Data 

4} Pengelola Penyelesaian Sengketa 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow 
Timur bertanggung jawab kepada Sekretaris PPID uta.ma 
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 



Tugas : Koordinator Sekretariat : 

a. Membantu Sekretaris PPID Utama dalam menyimpan, 
mengklasifikasi dan 
dokumen dari 

menyediakan informasi atau 
PPID pembantu termasuk 

mengembangkan penyediaan dan pelayanan informasi 
publik 

b. Melaksanakan administrasi pelayanan 
informasi dan dokumentasi. 

c. Menginfonnasikan adanya permohonan informasi atau 
surat keberatan informasi kepada Sekretaris PPID utama. 

d. Menyiapkan lampiran Nota Dinas / memo bagi proses 
layanan informasi oleh Sekretaris PPID utama. 

e. Menyiapkan materi balasan surat dari pemohon 
informasi atas arahan Sekretaris PPID utama. 

f. Menyiapkan surat permohonan data dan informasi ke 
PPID pembantu atas arahan Sekretaris PPID utama. 

g. Mengevaluasi dan merekap data permohonan dan 
penyampaian informasi, meliputi informasi yang dipenuhi 
atau yang ditolak berikut alasan penolakannya. 

saat dan informasi serta merta. 

i. Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
PPID utama. ' ' 

t 



Togas: 

Togas; 

Tugas; 

Pengelola Publikasi 

a. Membantu Sekretaris PPID Utama dalam proses layanan 
informasi. 

dan non-digital 

c. Menyampaikan permohonan 
PPID Pembantu atas instruksi 

informasi kepada 
Sekretaris PPID 

apabila data/ informasi yang diminta Pemohon belum 
tersedia di PPID utama. 

d. Mengumpulkan data/informasi dari PPID utama untuk di 
perbaharui setiap saat. 

e. Melakukan tugas-tugas administrasi terkait permohonan 

informasi. 

f. Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Koordinator Sekretariat PPID utama 

Pengelola Data 

a) Melakukan pemantauan dan memberikan pelayanan 
terhadap permohonan informasi melalui digital dan 
nondigital. 

b) Membantu Sekretaris PPID Utama dalam membuat laporan 
informasi berkala. 

c) Berkoordinasi dengan Bidang Pengolahan Data dalam 
penyediaan data / informasi. 

d) Melakukan administrasi terkait tugas-tugas 
layanan informasi 

Pengelola Penyelesaian Sengketa 

a) Menyediakan informasi dari Pemohon Informasi sesuai 
arahan Sekretaris PPID Utama. 

Pembantu. 

c) Berkoordinasi dengan bidang Penyimpanan Data (Kantor 
Arsip 
Kab.Bolaang Mongonduw Timur) dalarn penyediaan dan 
pengamananan data / inforrnasi. 



d) Mengklasifikasi dan menyimpan dokumen permohonan 
informasi yang telah dipenuhi atau ditolak. 

e) Melakukan tugas-tugas administrasi terkait 
penyelesaian sengketa informasi 

9. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi : 

Pejabat ex officio Kepala Bidang Teknologi Komunikasi dan lnformasi 
pada Dinas Komunikasi lnformatika Persandian dan Statistik 
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 

Tugas : Memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola 
informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID dan 
hPrl!;ITI0'<711TIO' t!:tUT!;I h lrPn!:'lrl!:'1 lrPhl!;I PPTn I Tt!:'11'1"1 ~ T(' !:'! hnn!:ttF•n __ ... __ t:>0_ ... 1=:, J-··-- --r--- ··---- - ...... - -- .. ·- ~----r---- .. 
Bolaang Mongondow Timur. 

Fungsi: 

1. Pelaksanaan perencanaan program di Pelayanan dan 
Dokumentasi Informasi; 

?,, Pelaksariaan pelayanan informasi dan dokument:.:i_si; 
3. Pengelolaan dan pengembangan di Bidang lnformasi dan 

Dokumentasi Publik 
II T'\----1-1--- -!-L-- !--"----! ..l-- ..l-1-,---L--!. 
"'1'. s: t-11~t-1Uli:1tt11 ;::,1;::,\.t;.Ul ll.UUl .Uli:1.:::,1 Ui:111 UUA.U.U.lt-lU,i:1;::,J., 

5. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka 
pelayanan informasi publik; 

6. Penyimpanan dan pemeliharaan do.kumentasi dan 
informasi pub1ik. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pelayanan clan 
Dokumentasi Informasi dibantu oleh Pengelola Publikasi. 

10. Bidang Pengelola Data dan Klarir:akasi Informasi: 

Pejabat ex officio Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi 
Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow 
Timur. 

Tugas : Mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, 
melakukan klasifi kasi jenis informasi dan 
TTIPnnnln;LTnPTit:=ISilc-l=ln 1nfnrt1'1i:i~1 yi:ing tPli:i l, n1ln ll=l~l=ll ni:in 

bertanggung jawab kepada ketua PPID Utama Kabupaten 
Bolaang Mongondow Timur. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengelola Data dan 
Klasifikasi lnformasi dibantu oleh Pengelola Data. 



r: 
I 

( 

Fungsi: 

1. Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pengelola 
Data dan Klasifikasi Informasi; 

2. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik; 

3. Pelaksanaan identifikasi data dan informasi; 
4. Pelaksanaan klasifikasi data dan informasi; 
5. Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan 

6. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan 
dalam rangka memenuhi permohonan informasi. 

11. Bidang Penyelesaian Sengketa lnformasi: 

Pejabat ex officio Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur 

Togas Melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam 
menyelesaikan sengketa informasi dan bertanggung 
jawab kepada ketua PPID Uta.ma Kabupaten Bolaang 
... ,r 1 l""r"I.. iv1ongonuow i imur. 

Fungsi: 

l .Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pengelola 
Data dan Klasifikasi Informasi ; 

2 .Pelaksanaan koordinasi dalam 
penyelesaian sengketa informasi ; 

3.Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas 
pengaduan a.tau sengketa informasi; 

4. Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi. 

Data dan Klasifikasi Informasi dibantu oleh Pengelola Data. 

12. PPID Pembantu : Pejabat ex officio dijabat oleh Sekretaris pada 
Badan/Dinas/Kecamatan, Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor 
dan Kepala Bagian pada Bagian di Lingkungan Sekretriat Daerah 
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 

Fungsi : Penyedia data / informasi publik yang berada dibawah 
kewenangannya, yang bertanggung jawab kepada ketua PPID 
I Tt!:'lm~ K~h11n~tPn Anl~~nCT Mnnonnrlnur '1'1m11r - ---- -----r------ ------o -·----c:,----- .. -------- 

Togas: 

a) Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dari 
unit/ satuan kerjanya; 



b) Menerima permohonan informasi publik baik secara 
digital maupun non-digital dan memastikan tercatat 
nAl~TTI fnrrn11ltr permohonan. 

c) Menyampaikan pemberitahuan tertulis atau penolakan 
permohonan informasi kepada Pemohon informasi. 

d) Menyampaikan salinan dokumentasi informasi kepada 
Pemohon Informasi. 

e) Menerima pengajuan atas keberatan permohonan 
infonnasi. 

t) Menyampaikan tanggapan tertulis atas keberatan 
pennohonan informasi 

g} Berkoordinasi dengan PPID utama dalam penyeiesaian 
sengketa informasi. 

III. STAND.AR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN 
INFORMASI PUBLIK 

Setiap penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan masing 
-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang 
berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi 
dan penerima pelayanan informasi. 

A. OPERASIO'NAT. PRI.AVANAN T'Nlt"ORMAST PITRT.TIC 

Untuk melaksanakan pelayanan infonnasi perlu didukung oleh Front 
Office dan back Office yang baik: 
a. Front Office meliputi: 

Desklayananlangsung 
Desk layanan via media digital / elektronik. 

b. Back Office meliputi: 
Bidang pelayanan dan dokumentasi informasi 
Bidang pengolahan data dan klasifikasi infonnasi 

B. DESK INFORMASI PUBLIK 

Untuk memenuhi cian melayani permintaan cian kebutuhan 
pemohon informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) melalui desk layanan infonnasi publik 
melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara 
lain menggunakan telepon, email dan website. 



• 01,1 rvo nn~ / ...I 1 A ()('\ UTTO 
• J. ~. vv.vV"3/""" .a.1.vv •• .L.&..1 

C. WAKTU PELAYANAN INFORMASI 

Dalam memberikan layanan infonnasi kepada pemohon 
informasi, PPID menetapkan waktu pemberian pelayanan 
informasi publik pada Sekretariat PPID yang berkedudukan di 
Dinas Komunikasi Informatika Peranclian dan Statistik 
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada 
hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan 
waktu pelaksanaan sebagai berikut : 

Istirahat : Pkl. 12.00 s/d 13.00 WIB 

: Pkl. 08.00 s/ d 11.00 WIB Jumat 

D. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

a. Pemohon informasi datang ke tempat layanan informasi 
dengan mengisi formulir pennintaan informasi serta 
melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna 
informasi. 

b. 
infonnasi publik kepada pemohon informasi publik. 

c. Petugas memproses pemintaan informasi publik sesuai 

dengan formulir permintaan informasi publik yang telah di 
tandatangani oleh pemohon. 

d. 
diminta oleh pemohon/ pengguna informasi. 

Jika informasi yang diminta pemohon belum tersedia di 
PPID utama, maka petugas memproses permohonan 
informasi/ data terse but melalui sekretaris PPID utama. 
Jika informasi yang diminta pemohon termasuk dalam 
kategori informasi yang di kecualikan, maka PPID 
menyampaikan alasan penolakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan yang berlaku (UU KIP). 

Publik kepada Pemohon Informasi Publik 

f. Petugas mencatat, merekap dan mendokumentasikan 
laporan bulanan dan tahunan, rneliputi jurnlah 

t 



c. Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu 

permohonan informasi yang dilayani serta jumlah 
permohonan informasi yang ditolak berikut alasan 
penolakannya. 

E. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN 

a. Proses pelayanan formasi publik dilakukan setelah 
pemohon informasi memenuhi persyaratan yang telah 
ditentukan. 

b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 

(sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID 
utama. PPID wajib menanggapi permintaan informasi 
melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi 
permintaan informasi diterima, atau permintaan informasi 
ditolak. 

' 

dikarenakan informasi yang diminta belum dikuasai, maka 
PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) 
hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan. Untuk hal 
terse but, PPID harus memberitahukan secara tertulis 
apakah permintaan informasi dapat dipenuhi atau tidak. 

d. Penyampaian/ pendistribusian/ penyerahan informassi 
publik di lakukan secara langsung , melalui email ,fax atau 
jasa pos. 

e. 
pemberitahuan juga di cantumkan materi informasi yang 
diberikan, format informasi, serta biaya apabila diperlukan 
untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila 
permintaan informasi ditolak maka dalam surat 
Pemberitahuan dicantumkan surat penolakan berdasarkan 
UU KIP. 

F. BIAYATARIF 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediak:an 
informasi publik secara gratis ( tidak di pungut biaya 
sedangkan untuk penggandaan dan perekaman 
pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan 



penggandaan informasi sendiri di sekitar gedung Badan Publik 

(PPID) setempat. 

G. KOMPETENSI PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

Pejabat Pengelola T I' • mrormasr Dokumentasi dalam dan 

melaksanakan informasi kepada pelayanan publik 
pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Pranata 
Arsiparis, Pranata Humas dan Pranata Komputer. 

Untuk petugas pada desk layanan informasi publik diutamakan 
yang memiliki kompetensi di bidang pengetahuan mengenai 
peraturan perundang undangan Keterbukaan lnformasi Publik 
dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam 
berkomunikasi sehingga dapat menunjang dalam 
melaksanakan tugas pelayanan informasi. 

H. LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

a. Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan 
publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian 
pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. 

b. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat 
laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik 
untuk disampaikan kepada bidang pelayanan informasi. 

laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan 
informasi puous untuk ciisampaikan kepada pejabat 
pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Kabupaten 
Bolaang Mongondow Timur. 

d. Selanju.tnya PPTn K;i.bupaten Rol.:_:iHng Mongondow Tirmrr 

setiap bulan melaporkan kepada Sekretaris Daerah 
tr-k.·--•-- Bolaang •11-----....:1- ...... '1':- ...... - __ 1_1_. _.,_ nn1n 
J.'.lo..Q.Uu.pcu ...... u . .._,VJ.Q.Q.J.J. J.VJ.VJ.J.c,VJ.J.UVW J. J.J.J.J.u.J. .:.'-'J.a.AU c:u.a.~CU.I. ... I. J.JJ 

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui ; 

e. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan 
informasi publik yang sudah dipenuhi .tindak Ianjut dari 
permintaan yang belum dipenuhi , penolakan permintaan 
informasi publik disertai dengan alasan_ penolakannya dan 
waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan 



pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

f. Seluruh output proses layanan informasi publik dan arsip 
data yang diserahkan kepada pemohon selanjutnya dikelola 
oleh Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi PPID 
untuk disimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. 

I. KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK 

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan 
secara tertulis kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi ( PPID) berdasarkan alasan berikut. 

pengecualian sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor14 
Tahun 2008 pada pasal 17. 

b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana 
dimaksud pada 

UU KIP dalam pasal 9; 

c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi; 

d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sesuai dengan yang 
diminta; 

e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi; 

f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; 

g. Penyampaian infonnasi yang melebihi waktu yang telah diatur 
dalam SOP ini. 

IV. MEKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN, 
PENDOKUMENTASIAN DAN PELAYANAN INFORMASI 

A. PENGUMPULAN INFORMASI 

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap OPD di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam kegiatan 
pengumpulan informasi adalah: 

1. Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan 
yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan 
kerja. 

relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-rnasing OPD. 



3. Infonnasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, 

baik arsip statis maupun dinamis. 

4. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 merupakan pejabat 

yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

di Satuan Kerjanya, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan 

arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan 

Kerja bersangkutan. 

sebagai berikut: 

a. Mengenali tugas pokok dan fungsi Satuan Kerjanya; 

b. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerjanya; 

c. Mendata infonnasi dan dokumen yang dihasilkan; 

d. Membuat daftar jenis-jenis infonnasi dan dokumen. 

6. Komponen utama yang perlu disiapkan dalam pengelolaan dan 

pelayanan infonnasi clan dokumentasi, meliputi: 

a. Organisasi/Kelembagaan; 

b. Kebijakan dan Peraturan Daerah terkait; 

c. Sumber Daya Manusia (Struktural dan Fungsional); 

d. Program dan Kegiatan; 

e. Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang meliputi 

unsur program dan kegiatan; 

f. Sarana dan Prasarana serta Sis tern lnfonnasi (IT); 

g. Daftar Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara 

Berkala; 

h. Daftar Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; 

i. Daftar Infonnasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat; 

j. Daftar Informasi Yang Dikecualikan. 

B. PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI 

Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua 
kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang 
dikecualikan. 

l. Informasi yang bersifat publik 
Dikelompokkan berdasarkan subyek infonnasi sesuai dengan tugas 
pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, meliputi: · 



a. Informasi yang wajib diumumkan secaraberkala, yaitu 
informasi yang terbuka untuk publik yang disediakan dan 
diumumkan secara berkala, setiap satu bulan, tiga bulan dan 
enam bulan sekali, meliputi: 

1) Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur 
organisasi, tujuan,kedudukan, tugas dan fungsi, program 
kerja, dan sebagainya; 

2) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah 
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Laporan 
Akuntabilitas Kinerja, dan sebagainya. 

3) lnformasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan 
realisasi anggaran, laporan pendapatan daerah, laporan 
pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya. 4) 

lnformasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan; 
5) Informasi yang lebih detil atas permintaan pemohon. 

b. Informasi yang wajib cliumumkan secara serta merta, yaitu 
informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan 
ketertiban umum, meliputi: 
1) Informasi mengenai bencana alam, seperti: daerah potensi 

tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan 
sebagainya. 

2) Informasi mengenai limbah berbahaya, seperti: laporan basil 
pemeriksaan limbah bahan kimia yang berada di sungai, laut 
atau daerah pemukiman. 

3) Informasi mengenai kebocoran reaktor nuklir, seperti 
penggunaan reaktor rruklir untuk pembangkit tenaga listrik. 

4) Informasi mengenai penggusuran lahan, seperti penggusuran 
lahan untuk kepentingan umum. 

5) Hal lain yang mengancam hajat hidup orang banyak 

c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi: 

penguasaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow 
Timur, tidak termasuk informasi yang dikecuaiikan; 

2) Ilasil keputusan n~-~-=-~~t.. r c;.l.l.lc;J. J.J..l l.t:LI.J. Kabupaten 
Mongondow Timur dan latar belakang pertimbangannya; 

3) Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya 
dapat dilihat dan/ atau dibaca di OPD; 



(_ 

4) Rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan 
pengeluaran tahunan Pemerintah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur dapat dilihat dan/ atau dibaca di OPD; 

5) Perjanjian Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow 
Timur dengan pihak ketiga; 

6) Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat 
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam 
pertemuan yang terbuka untuk umum; 

7) Prosedur kerja pegawai Pemerintah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur yang berkaitan dengan pelayanan 
masyarakat dan/ atau; 

8) Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

2. Informa.si Yang Dikecualikan 

Dalam pengeiompokkan informasi yang dikecualikan, perlu diperhatikan 
hal-hal sebagai berikut: 

a. Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana 
diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008. 

diperhatikan dalam 
mengelompokkan informasi yang dikecualikan: 

1) Ketat, artinya untuk mengkategorikan informasi yang 
dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode 
yang valid dan mengedepankan obyektivitas. 

terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari 
r• 1 ,1•r-"t 1 penwt:nran yang 8uuyeKu1 uan xeeewenangan. 

3) Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara 
mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih 
besar menghendakinya. 

c. Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya 
(consequential harm test) yang mendasari penentuan suatu 



informasi hams dirahasiakan apabila informasi tersebut 

dibuka. 

' l 

d. Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau 
ditutup secara obyektif, maka metode sebagaimana tersebut 
pada poin c dilengkapi dengan uji kepentingan publik 
( balancing public interest test) yang mendasari penentuan 
informasi hams ditutup sesuai dengan kepentingan publik. 

e. Pengklasifikasian akses informasi hams disertai pertimbangan 
tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, 
sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 

f. U su1an klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan 
terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan 2) 
tersebut di atas, diajukan oleh SKPD yang memiliki 
kemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan 
administrasi. 

g. Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf b angka 3) 
dilakukan melalui rapat pimpinan. 

h. Jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya 
ditetapkan dengan Keputusan Ketua PPID Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur 

C. PENDOKUMENTASIAN INFORMASI 

T'"I. 11 , • .,,. • '1'1'11 ·~ • 1. 1 r-enuoxumernasian nuormasi auaian Kt:g1ata:n penynnpanan uata uan 

informasi, catatan clan/ atau keterangan yang dibuat dan/ atau 
diterima oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur guna membantu PPID dalam melayani 
permintaan informasi. 

Pendoku.mentasian informasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata 
persuratan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bolaang Mongondow Timur 

Tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi: 



1. Deskripsi Informasi: 

OPD membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi. 

2. Verifikasi Informasi: 

Setiap informasi diverifika.si sesuai dengan jenis kegiatannya. 

3. Otentikasi Informasi: 

informasi oleh setiap satuan Kerja. 

4. Kodefikasi Informasi: 
a. Untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, 

maka. dilakukan kodefikasi. 

5. Penataan dan Penyimpanan Informasi. 

D. PELAYANAN INFORMASI 

1. mekanisme Peiayanan iniormasi 

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan 
pemohon/ pengguna informasi publik, PPID melalui desk layanan 
informasi publik, memberika.n layanan langsung dan layanan 
melalui media cetak dan elektronik melalui tahapan sebagai 
berikut: 

a. Penyusunan Daftar Informasi Publik di PPID Pembantu : 

1). Masing - masing PPID Pembantu di setiap OPD 
menyusun dan menyiapkan rancangan Daftar Informasi 
Publik yang berada di bawah penguasaannya sesuai 
dengan ka.tegori informasi sebagaimana diatur dalam 
UU No. 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik. 

()\ PPTn PP ...... hanh1 rt, ...... ao1nrr_ ...... ao1-nrr nPn ...... PTIUPrahlr.,. ... 
...... , ... .A, ... ._., & _.&. .. .a.-'"4..&.All.""4, 'A-A .. .&.&.LA,..,.&.A.&b ..LA.&~~A..L.&b '-'.& ..._., .&..A..&. ....... .L ... J -......a. .......... .&..&.a..l.A..A..&. 

rancangan Daftar lnformasi Publik yang berada di bawah 
penguasaaannya kepada Pirnpinan OPD. 

3). Pimpinan OPD memeriksa rancangan Daftar Informasi 
Publik yang diserahkan PPID Pembantu dan 



mengkompilasinya menjadi rancangan Daftar Infonnasi 

Publik. 

4). Pimpinan OPD menetapkan rancangan Daftar Infomasi 

Publik menjadi Daftar Informasi Publik OPD. 

5). Daftar Informasi Publik OPD didistribusikan kepada PPID 

Utama dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah 

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 

6). PP!D Pembantu dan Pimpinan OPD memperbarui (updating) 

Daftar Informasi Publik (proses dilakukan sebagaimana 
urutan 1 - 6 ) 

b. Pelayanan Permintaan Infomasi 

1) Pemohon informasi datang ke desk layanan inform.asi 
atau melalui media online / website ppid Bolaanq 
Mongondow Timurkab.qo. id dan mengisi formulir 
permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP 
pemohon dan pengguna informasi. 

')\ PPh1aa~ lauanan infnrn,a~1 TTIPTTinrn~P~ nPrmintaan -, - ---c,-- ·-J~--· ............ ........ - ......... r----- r- ... .,,,. ............... _.._ ... 

pemohon inforrnasi public, meliputi : menerima dan 
mencatai, Buku Register Permohonan Informasi, , 

memberikan tanda terima kepada pemohon dan 
menyampaikan surat permintaan data kepada Pejabat 
Eselon IV di bawah PPID utama. 

3) Pejabat Eselon IV di bawah sekretaris PPID (Kasubag 
Analisis dan Pengolahan Data di Diskominfo, Persandian 
dan Statistik) membuat memo kepada Sekretaris 
Diskominfo, Persandian dan Statistik selaku Sekretaris 
PPIDutama. 

kepada Ketua PPID Utama untuk mendapat arahan. 

5) Apabila informasi yang diminta sudah dikuasai oleh 
PPID utama, maka Ketua PPID membuat memo / nota 
Dinas yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pengelola 
Data dan Klasifikasi Informasi untuk dipenuhi. 

6) Apabila informasi yang diminta tennasuk informasi yang 
dikecualikan, maka Ketua PPID membuat memo / nota 
Dinas yang ditujukan kepada Atasan PPID melalui Tim 
Pertimbangan PPID untuk ditindak lanjuti atau ditolak. 

t 



7) Apabila informasi yang diminta belum dikuasai oleh 

PPID Utama, maka PPID Utama memberitahukan hal 

tersebut kepada Pemohon informasi dan menyampaikan 

surat permintaan data / informasi dimaksud kepada 

unit kerja / OPD terkait sesuai jenis informasi yang 

diminta. 

8) Petugas layanan informasi memantau penyiapan data 

oleh PPID Pembantu sesuai dengan memo yang telah 

diajukan. Jangka waktu penyiapan data sesuai dengan 
jenis datanya. 

Untuk data mentah (kliping dan data statistik 
sederhana jangka waktunya 2 hari kerja, sedangkan 
data terolah seperti pointers (3 hari kerja) dan kajian / 
analisis ilmiah (7 hari kerja). 

9) Petugas layanan informasi menerima data / informasi 
yang telah dipersiapkan unit kerja melalui PPID 
Pembantu. 

10} Petugas layanan informasi membuat tanda bukti 
pelayanan informasi yang ditandatangani oleh PPID 

I I 1 'f 1. i, t 1 ~ i 'f 'f urarna yang menyata.Kan oanwa permmtaan uata teian 

selesai dikerjakan. 

11) Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi 
Publik kepada Pengguna Informasi Publik. 

2. Jangka Waktu Penyelesaian 

a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon 
informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi 
publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 

b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 

(sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID. 
PPID wajib menanggapi permintaan informasi melalui 
pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan 1n1 meliputi 
permintaan informasi diterima, pennintaan informasi 
ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan 
pennohonan diterima atau ditolak. 



'l 

c. Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka 
diperbolehkan menambah waktu selambatlambatnya 7 
(tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan. 

d. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat 
pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang 
diberikan, format informasi serta biaya apabila dibutuhkan 
untuk keperluan penggandaan atau perekaman. 

e. Jika permintaan informasi ditolak, maka dalam surat 
pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan 
UU KIP. 

E. KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI 
KOMISI INFORMASI 

1. Setiap Pemohon lnformasi Publik dapat mengajukan keberatan 
secara tertulis kepada Atasan PPID setelah diterimanya 
jawaban atas permohonan yang pertama. 

2. Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberat.an yang 
diajukan oleh Pemohon lnformasi Publik dalam jangka waktu 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya 

keberatan secara tertulis. 

i' . - 

3. PPID akan menolak memberikan informasi publik yang tidak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
dengan prosedur sebagai berikut: 

informasi yang akan ditolak; 

b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan OPD 
yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat 
permohonan diterima PPID; 

acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat; 

d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik. 

4. PPID akan memberikan tanggapan atas keberatan yang 
disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis: 



a. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan 

pemohon dan/ atau pengguna informasi; 

b. PPID rnengadakan rapat koordinasi dengan rnelibatkan SKPD 

yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat 

permohonan diterirna PPID; 

c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita 

acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat; 

d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik. 

5. Mekanisme Penyelesaian sengketa informasi 

a. PPID rnenyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi; 

b. Tim Pertimbangan PPID rnenyusun kajian dan pertimbangan 

hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID; 

c. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, 

PTUN, dan MA, maka PPID mclakukan pendampingan hukum 

un tuk penyelesaian sengketa informasi 

/1"'BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMURt 

/' ~ 

~LANDJAR 



LAMPIRAN II 
STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA 
INl=nRMd~I ndN nnl(I IMl=NTd" (PPln\ .... -······ ·-· -· ... - -··-···-···· ··-· , .. ·-, 
KABUPATEN BOLAANG MONGON DOW TIMUR 

PEMBINA 

WAllll DS:MRINA 

: ~ TIM PERTIMBANGAN : I 
PELAYANAN INFORMASI :•--j 

I ~~~~~~-.-~~~~~~ L-----------------------~ 
ATASAN FFiD 

KETUA PPIO 

I ....,..........., ... 1 ....,............,._ I 
Dolcumenlilsl ,nfonnasl J •n Klaslfl1cas1 lnfonnasl · I 

----------'---------, I , I 
I I I I I 
I Pengelola Publlkasl I Pengelola n;ib 

: I L------------------· ~------------------· I 
I ,-----------------------------------------------------~ 

: Anggota : 
I I 

: PPID SKPD seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ~ L-----------------------------------------------------; 

Blda111 ..... ••11 
Senpeta lnfotmast 

- - - - - - - - - I_ - - - - - - - - , - - - - - - - - - _I_ _ - - - - - - - , 
I ti , Pengelola Penyelesaian , , 
: ,: 

Sengketa 11 
11 I ~------------------'~------------------J 

/'YBUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMURt 

-c->>: 
~NDJAR 



Lamplran 10 
Nomor 
Tan al 

: SOP Penyusunan dan Pengumuman Daftar lnformasl Publlk (DIP) 
Tahun 2017 

Nama / Judul SOP PENYUSUNAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK 

DASARHUkUM KUALIFIKASI PELAl<SANA: 
I Undeng·undang Nomor 14 Tehun 2008 l!ntang Keterbukaen lnformesl Pub&k (umberan Negara Republik lndonasla Tahun 2008 Hamor 61. Tembehan Lembaran Negara I. Sekratarls Oaerah (Sekda} selaku Pengareh/ Atasan PPIO 
2 Undeng·Undang Hamor 25 Tahun 2009 lentang Pelayalllll Publik (Lamberan N1gar1 RI Tehun 2009 Hamor 112. Tambahan lembaren Negara Hamor 5038~ 2. Kspel1 K1j11la Oinas Kom1nfo selaku Katua PPID Utama 

3 Undang·Undang Hamor 43 Tahun 2009 tent111g Kearsipan (lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 152. Tambahan lernbaran Negara Hornor 5071): 3 Kepala 8eglan Humas selaku Wakil Katua PPIO Utame 
4 Parlltliran Pemerinteh Republilt Indonesia Hamor 61 Tahun 20!0 tenting Pelaksanaan Undeng·Undang Hornor 14 Tahun 2008 lentang Keterbu~,an lnforrnasl Publl 4 Sekretarls Oines Komlnfn. Persandian dan Statlstlk selaku Sekratarls PPIO uteme 
5 Perllluren Menterl Kornunikasl den lnforrnetlka Hornor ID Tahun 20!0 tenting Pedomen PengelolHn lnformesl dan Ookurn1nt11I di lingkungen Kementerlen KDrnunikesl 5. Kapele 8id1ng Pelayanen den Oohimentasl lnforrnesl 
6 Perllluran Manieri Oelem Hagan Hornor 35 Tehun 20IO tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanen lnlormasl den Ookurnentnl di Ungklllgan Kam1nlerien Oalem Negeri. 6. Kepele 8ideng Pengelola Data den Klasillkasl lnformasl 
7 Perllluran KomJsl lnformasl Nomor I Tehun 20!0 tantang Standar lay1nan lnforrnasl Pubfik. 7. Pengelole Publlkesl 
8 Peraturen Kornlsl lnforrnesi Hornor I Tehun 20!3 tenteng Prosedur Penyl!lesalan Sengketa lnlormasl Publik 8. Pengelola Data 

kffiRKAITAN PERALATAN / PERLENGkAPAN 

SOP ini memiliki keterkalten dengan SOP Pelayanan Permohonan lnformasi Publik - Rencana Karie den Anggeren 
- lernbar Kerje/Formal Oaltar lnlormasl Pubf!k 
- Komputer. Printer dan Scanner 
- ATK 
- Jeringan Internet 
. Form lslan permohonan lnformasl • Kenderean Oinas Opereslonel 

PERI NGA TAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 
SOP lnl berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lalnnya. Apablla SOP Int tldak berjalan dengan balk, maka dapat menimbulkan sengketa Dislmpan sebagal data elektronlk dan manual 
lnformasl 



SOP PENYUSUNAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK 
PElAKSANA MUTU BAKU 

Seluruh PeJabat 
Administrator 

NO Keglatan / Staf SKPO atau PPIO dan 
Website PPIO 

Staf urusan PPIO 
atau Website 

Kelengkapan Waktu Out put Ket 
Ookumentasl di Pembantu 

Pemerlnta Daerah 
SKPO 

l 2 3 4 s 6 7 8 9 
Buku Panduan Setlap harl kerja, tetapl dltarget lslan Lamplran 

Mengumpulkan lnformasl yang berkualltas dan relevan dengan tupoksl Pembentukan dan mana lnformasl yang harus 9 yang telah 
maslng-maslng SKPO balk yang dlproduksl sendirl, dlkembangkan, maupun Operaslonal PPI dlselesalkan terleblh dahulu dlverlflkasl 
yang dlklrlm ke plhak lain, yang berupa arslp statts maupun dlnamls, arslp Pemerlntah Provins! kebenarannya 

1 aktlf maupun arslp lnaktlf dan arslp vital yang dlkuasal, lnformasl yang dan Kabupaten I oleh kepala 

dllakukan mellputl Jenls dokumen, penanggungjawab pembuatan, waktu Kota (Lamp 9 ) SKPO yang 

dan tempat pembuatan, dan bentuk lnformasl yang tersedla ( mlsalnya 
bersangkutan 

dalam bentuk hardcopy atau softcopy, dan sebagalnya. 

Mengklaslflkaslkan seluruh lnformasl yang telah dlkumpulkan dan Buku Panduan Satu Mlnggu Sekall lslan Klaslflkasl lnformasl Terdlrl atas : (1) lnformasl yang waJlb dlsedlakan 
Pembentukan dan Lamplran 9 dan dlumumkan secara berkala, mlsalnya anggaran dan klnerJa serta 

rnengldentlflkaslnya berdasarkan slfat lnformasl yaltu (llhat buku panduan Operaslonal PPI yang tel ah laporan keglatan, (2) lnformasl yang waJlb dlsedlakan dan dlumumkan 
pembentukan dan operaslonal PPID Pemrlntah Kabupaten). Sela In ltu Juga Pemerlntah Provins! dlverlfikasl secara serta merta, mlsalnya lnformasl yang menyangkut haJat hldup 

I I 
dan Kabupaten I 

kebenaranny orang banyak sepertl pengumuman hasll lelang, pengumuman 
mengklaslflkaslkan lnformasl yang dlkecuallkan dengan kategorl lnformasl Kota (Lamp 1 ) penerlmasn CPNS, dll. (3) lnformasl yang waJlb dlsedlakan setiap saet. 2 a oleh kepala mlsalnye lnformasl Jam pelayanan kesehatan, lnformasl tarlf sebagalmana yang telah dltetapkan melalul UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 SKPO yang pertzlnan, kebl)akan yang dlkeluarkan, perJanJlan yang dllakukan 
dan Pasal 18 secara ketat, terbatas, dan tldak rnutlak. lnformasl yang bersangkuta dengan plhak lain dll. 

dlkecuallkan lnl harus dltetapkan melalul uJI konsekuensl dan uJI n 

kepentlngan publlk (dlatur dalam SOP tersendlrl) 
Mendokumentaslkan lnformasl publlk dalam bentuk file khusus (softcopy) Buku Khusus dan Satu Mlnggu Sekall Ookumen Stat kearslpan/ dokumentasl mempunyal buku khusus 
dan tempat penylmpanan dokumen untuk hardcopy dengan tata cara komputer/ lnformasl dokumentasl dan semua dokumentasl dan Juga tercatat dalam 
sepertl mengarslp dokumen dan dlplsahkan sesual klaslflkasl lnformasl 

I I 
hardcopy lchusus Publlk betuk softcopy 3 

waJlb, serta merta dan berkala. lnofrmasl yang dlkecuallkan paling tidak yang memuat 

hanya daftarnya saja yang perlu dlbuat dokumentul 
lnformasl 

Menetapkan daftar lnformasl publlk secara resml dan memerlntahkan PPID dan PPID Setelah Dafter lnformasl Publlk Surat Surat Keputusan dldokumentaslkan oleh setiap SKPO dan 
untuk mengumumkan DIP kepada masyarakat Pembantu selesal dlkerJakan, Jlka ada Keputusan PPIO/PPIO Pembantu 

melakukan rapat tambahan baru dlbuat SK baru Oaftar 

I I bersama untuk untuk dltetapkan lnformasl 
4 

I I cb 
menetapkan Daftar Publlk yang 
lnformul Publlk dltandatan1an 

I oleh Bupatl 



Mengupload DIP ke website khusus PPID atau website pemerlntah daerah Website dan saran Segera setelah DIP dltetapkan Adanya 
maupun sarana pengumuman lalnnya 6 pengumuman oleh PPID atau PPID Pembantu Konten Daltar 

lalnnya yang dlmlllkl lnformasl 
oleh pemerlntah Publikdi 
daerah Website PPID 

atau website 
pemerintah 

s daerah dan 
terpampangny 
a DIP di papan 
pengumuman 
di setlap SKPD 

: Dlmulalnya dan berakhlr suatu prosedur 

: Proses berjalannya suatu prosedur 

0 : Pengambllan keputusan 

l 
CJ 

: Arah prosedur 

: Koneksl perplndahan halaman 



Lampiran 11 : SOP Penyusunan dan Pengumuman Daftar lnformasi Publik 
: ~~ Tahun 2017 : r Nomor 

Tanggal 
Nomor SOP 
Tanggal Pembuatan 
Tanggal Revisi 

PEMERINTAHKABUPATENBO~ANG-To_n-~_al_E_~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Disahkan Oleh MONGONDOW TIMUR 

PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI 
PUBLIK 

Nama I Judul SOP 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA: 
I Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasl Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
2 Undang·Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112. Tambahan lembaran 

Negara Nomor 5038): 
3 Undang·Undang Namor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 152. Tambahan lembaran Negara 
4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 20!0 tentang Pelaksanaan Undang·Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan lnformasi Publik: 
5 Peraturan Menteri Kamunikasi dan lnformatika Nomor IO Tahun 20!0 tentang Pedoman Pengalolaan lnformasi dan Dokumentasi di 
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 20!0 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi di 
7 Peraturan Kamisi lnformasi Namor I Tahun 20!0 tentang Stander layanan lnformasi Publik. 
8 Peraturan Komisi lnformasi Nomor I Tahun 20!3 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa lnformasi Publik 

I. Sakretaris Daerah (Sekda) selaku Pengarah/ Atasan PPID 

2. Kepala Kepala Dines Kominfo selaku Ketua PPID Utama 

3. Kepala Bagian Humas selaku Wakil Ketua PPID Utama 
4. Sekretaris Dinas Kaminfo. Persandian den Statistik selaku Sekretaris PPID utama 

5. Kepala Bidang Pelayanan dan Dokumentasi lnformasi 
B. Kepala Bidang Pengelola Data den Klasifikasi lnformasi 
7. Pengelola Publikasi 
8. Pen elala Data 

PERALATAN / PERLENGKAPAN KETERKAITAN 

SOP ini memiliki keterkaitan dengan SOP Pelayanan Permohonan lnformasi Publik Rencana Kerja dan Anggaran 
lembar Kerja/Format Dafter lnformasi Publik 
Komputer. Printer den Scanner 
ATK 
Jaringan Internet 
Form isian permohonan lnformasi - Kendaraan 

Oinas Operasional 
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 



SOP PELA YANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 
PELAKSANA MUTU BAKU 

Bagian 
Penguasa 

NO Kegiatan 
registrasi PPID atau 

lnformasi I 
Pemohon PPID atau PPID Kelengkapan Waktu 

Dokument 
Out put Ket 

PPID Pembantu 
Pembantu 

(SKPD) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pemohon dapat menyampaikan permohonan 
(1) Formullr Setiap saat Formulir 

informaslyang dibutuhkan melalui : (1) datang r Permohonan permohonan 

langsung dan menglsl formulir permohonan \ 
lnformasl yang lnformasi 

lnformasl dengan melengkapl fotocopy identitas 
tersedla di yang telah 
meja 

dlri (KTP/SIM/Paspor), (2) melalul website dengan pelayanan diisi lengkap 

mengisi formulir yang telah di download dan PPID atau dan dllampiri 

1 menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM/paspor) ditampllkan di fotocopy/ 

kemudian diklrim ke alamat email PPID yang website dan scan 

tertera di website. (3) mengirim fax formullr dapat di identltas diri 

permohonan informasi yang telah dlisi lengkap 
download, (2) 

disertai dengan fax identitas (KTP/SIM/paspor) ke 
Fotocopy atau 

nomor fax PPID (yang telah dlcantumkan di 
scan ldentitas 

website maupun brosur/poster PPID) 
dlrl pemohon 
lnformasl 

Melakukan registrasl berkas permohonan Buku register Setlap hari Daftar 
informasl publik. Jika dokumen/informasi yang dan file pada Jam permohonan 

dlmlnta telah termasuk dalam DIP dan memiliki r I khusus dalam kerja Stat lnformasl yang 

oleh meja lnformasi, maka langsung dlberlkan l bentuk Register PPID telah tersusun 

2 kepada pemohon yang menandatangani tanda 
soft copy atau PPID dalam buku 

bukti penerimaan informasi/dokumentasi. Jlka 
tentang Pembantu register dan 

informasi/dokumentasi yang diminta belum ( } registrasl file khusus 

termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan 
permohonan reglstrasl 
informasl 

disampaikan kepada PPID atau PPID Pembantu A 



..,, 

PPID mernlnta kepada penguasa Daftar Set!ap harl, lnformasi/Dok Pencarian data/tnformasi 
informasi/dokumen (SKPD) untuk memberikan A tnformasl maksimal 10 umen yang /dokumen yang dimlnta oleh 
infromasi/dokumen (yang sudah termasuk dalam Publlk yang (sepuluh) terbuka untuk pemohon harus dilayani oleh PPID 
DIP) kepada PPID untuk diberikan kepada tel ah hari sejak publik atau PPID Pembantu walaupun 
pemohon informasi. Penguasa _I L J I 

ditetapkan, permohonan 
mungkin permintaan informasi balk yang lnformasl 

informasl/dokumen rnamberlkan ,. I , ... I dislmpan dl tereglstrasl tersebut terletak di SKPD lain, 
3 informasi/dokumen yang dimaksud kepadaPPID SKPD yang dalam hal ini koordlnasi 

atau PPID pembantu bersangkutan, data/informasi/dokumen sangat 
rnaupun yang penting dilakukan oleh PPID dan 
disimpan di PPI D Pembantu 
SKPD laln dl 
llngkup 
pemerlntah 
daerah 
lnformasl/Do Maksimal lnformasl 
kumen yang dlberikan publik yang 
dlrnlnta oleh perpanjanga diminta oleh 

pemohon n pernohon 
pemenuhan 
permohonan 
lnformasl Memberikan informasi/dokumen yang dlrnlnta ( ' seJama 7 

oleh pemohon yang manandatangani tanda bukti J 4 (tujuh) hari 
penerimaan lnformasi/dokumen sejak 

pemberltahu 
an tertulls 
dlberlkan 
dan tldak 
dapat 
dlperpanjang 



() 
l 

0 

: Dimulainya dan berakhir suatu prosedur /euPATI BOLAANG MONGONDOWTIMUR+ 

: Proses berjalannya suatu prosedur =»: 
~DJAR 

: Pengambilan keputusan 

: Arah prosedur 

: Koneksi perpindahan halaman 



Nomor 
Tan al 

Lamplran 12 ; SOP UJI Konsekuensl 
Tahun 2017 

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG 
MONGON DOW TIMUR 

al Pembuatan 

Nama I Judul SOP UJI KONSEKUENSI 

DASAR HUKUM KUAUFIKASI PELAKSANA ; 
Undsng·undang Nomor M Tahun 2008 lllrlllmg Kelllrbukaan lnformasi Publilt (LBmbaran Negara Republik lndonesla Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan lembrmm Negara Namor4846~ 

Undang-Undang Hamor 25 Tehun 2009 tenlllng Palayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomar 112. T1mbehan Lambaran Negara Hamor 5038). 

Undang·Undang Nomor 43 Tahun 2009 !Jlnteng Kearslpan (lambaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan lambaren Negara Hamor 5071): 

Persturan Pemarlnlllh Rapublik lndan1sl1 Momar 61 Tehun 20IO lllnlllng Peleksll!laan Undang·Undang Hamor 14 T 1hun 2008 tenleng Keterbukien lnlonnasi Publik. 

Persturan Menlllrl Komunlkasi den lnfarmllllka Hamor 10 Tehun 2010 lllnteng Pedaman Pangalalean lnfannasi den Ookumenlesi di lingkungen Kemenlerian komunlkasl dan lnfomatikl: 
Peraturan Menlllrl Oalam Megen Hamor 35 Tahun 20IO teotang Pedamen Pengelolaan Peleyanan lnfamas, den Ookumentssi di lingkungan Kemanlerlan Oalam Hegeri: 
Peraturan Komisi lnfonnesl Nomor I Tehun 20!0 lllnteng Standar layanen lnformasi Publlk. 
Peraturan Komisi lnformasi Nomor I Tahun 20!3 l!ntsng Prosedur Penyeleselan SengkBIB lnfannasi Pubfik 

Sekretaris Oaereh (Sekda) selaku Pengarah/Atssan PPIO 

Kapala Kepala Oinas Komlnfo seleku Kalua PPIO Utama 

Kapala 81111en Humes selaku Wakll Kalua PPIO Utama 
4. Sakrataris Oines Komlnfa. Persandian den Statistik seleku Sakretaris PPIO utama 

5. K!oala 8ideng Peleyanan dan Ookumenlest lnlormesl 
6. K!pela Bidang Pengelola Oalll dan Klasiflkast lnformasl 
7. Pengalola Pubnkasl 
8. Pangalola 011111 

KETERKAITAN 
SOP lni memiliki keterkaitan dengan SOP Pelayanan Permahanan lnfarmasi Publik 

PERALATAN / PERLENGKAPAN 
Rancans Kerp1 den Anggaran 
lambar Kerja/Formal Oaltsr lnfomasl Publlk 
Komputar. Prinler dan Scanner 
ATK 
Jaringan Internet 

PERI NGA TAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 



SOP UJI KONSEKUENSI 
PELAKSANA BAKU MUTU 

Tim 
NO Keglatan Pertlmbangan Penguasa lnformasl Kelengkapan Waktu PPID Pelayanan / Dokument (SKPD) Pemohon Out put Ket 

lnformasl 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Melakukan kaJlan atas lnformasl/dokumen yang tldak Berkas permohonan Setlap saat Berkas permohonan lnformasl 
1 termasuk dalam DIP dengan mellbatkan Tlm Pertlmbangan ( ) lnformasl/dokumen yang telah dllsl lengkap dan 

Pelayanan lnformasl darl pemohon dllamplrl fotocopy/scan ldentltas , ..... 
Memberlkan pertlmbangan atas lnformasl/dokumen yang Perundang-undangan Setlap harl kerJa Surat Keputusan Tim 

I I yang dlbutuhkan: UU pertlmbangan Pelayanan 2 dlmaksud yang berslfat rahasla berdasarkan UU, kepatuhan l KIP dan PERKI 1/2010 lnformasl dan kepentlngan umum I 
Menyampalkan kepada PPID atas status lnformasl/dokumen I lnformasl/Dokumen Setlap harl, makslmal 10 lnformasl/dokumen dart 
yang dlmlnta pemohon, apakah termasuk rahasla atau yang telah dlnyatakan (sepuluh) harl seJak penguasa lnformasl/dokumen 
terbuka. Jlka lnformasl/dokumen yang dlmaksud adalah terbuka untuk publlk permohonan lnformasl (SKPD) 
terbuka, maka PPID memerlntahkan kepada penguasa 

I I I I 
tereglstrasl 

3 lnformasl/dokumen (SKPD) untuk menyerahkan 
I -1 lnformasl/dokumen yang dlmaksud. Jlka status lnformasl 

/dokumen oleh Tim Pertlmbangan Pelayanan lnformasl 
dlnyatakan rahasla, maka PPID membuat surat penolakan 
kepada pemohon 

lnformesl /dokumen Mekslmal dlberlkan lnformasl publlk yang dim In ta 
yans dlmlnta oleh perpanJengan pemenuhan oleh pemohon atau surat 

Memberlkan lnformasl yang dlmlnta oleh pemohon dengan pemohon atau surat permohonan lnformasl penolakan 
menandatanganl tanda buktl penerlmaan atau memberlkan penolakan Jlka selama 7 (tujuh) hart sejak 

4 
surat penolakan kepada pemohon Jlka status J , lnformasl/dokumen pemberltahuan tertulls 

, tersebut dlkategorlkan dlberlkan dan tldak dapat lnformasl/dokumen dlnyatakan rahasla rahasla dlperpanJang lag! 

~UPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,r 

r»: r:ZNDJAR 

: Dlmulalnya dan berakhlr suatu prosedur 

: Proses berJalannya suatu prosedur 

0 
1 

: Pengambllan keputusan 

: Arah prosedur 

Q : Koneksl perplndahan halaman 



npiran 13 : SOP Penyusunan dan Pengumuman Da1 
Nomor Tahun 2017 
Tan al < 

formasl Publlk 

Nama/Judul SOP PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK 

MONGONDOW TIMUR 

Tan galPernbuatan 
NornorSOP 

Tanggal Revisi 

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG Tanggal Efektif 
Disahkan Oleh 

DASARHUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA : 
I Undang·undang Hornor 14 Tahun 2008 tantang Keterbukaan lnformasi Publik (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Hamor 61. Tambahan Lembaran Negara Hornor I. Sekretarls Oaerah (Sekda) selaku Pengarah/ Atasan PPIO 
2 Undang-Undang Hornor 25 Tahun 2009 tentsng Pelayanan Publik (Lembaren Negara RI Tahun 2009 Hamor 112. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038): 2. Kepala Kepala Oines Komlnfo selaku Ketue PPIO Utama 
3 Undang·Undang Homer 43 Tahun 2009 tentang Kearsipen (Lambaran Negara RI Tahun 2009 Hornor 152. Tambahan Lembaran Negara Hornor 5071): 3. Kepala Bagian Humas selaku Wakil Katua PPIO Utama 
4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Hornor 61 Tehun 2DIO tenteng Pelaksanaan Undang·Undang Hornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasl Publik: 4. Sekreterls Oines Kornlnfo. Persandian dan Statistik selaku Sekretarls PPIO utama 
5 Peraturen Manteri Komunikesl den lnlorrnatlke Hornor JO Tahun 2DIO tentang Pedornan Pengelolaen lnformasi dan Ookumantasl di Lingkungan Kamenterien Komunikasl dan 5. Kepala Bidang Peleyanan dan Ookurnentesi lnformasl 
6 Peraturan Menter! Oalam Negeri Hornor 35 Tahun 20!0 tentang Pedoman Pangalolaan Palayanan lnformasi den Ookumentasi di lingkungan Kementerian Oalam Negarl: 6. Kepala Bidang Pengelole Oats den Klasifikasl lnlormesl 
7 Peraturen Komisl lnformesl Hornor I Tahun 20!0 tenteng Stender Leyenan lnformas, Publik. 7. Pengelola Publikasl 
8 Paraturan Komis! lnforrnasi Hornor I Tahun 20!3 tentang Prosedur Panyelesaian Sengketa lnlormasl Publik 8. Pengelola Data 

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN 

SOP ini memiliki keterkaitan dengan SOP Pelayanan Parmohonan lnfarmasi Publik - Rencana Kerja den Anggaran 
. Lembar Kerja/Format Daher lnformesi Publik 
- Komputer, Printer den Scanner 
- ATK 
- Jerlngan Internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

) 



PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK 
PELAKSANA MUTU BAKU 

Baglan 
Atasan PPID NO Keglatan Reglstrasl PPID PPID atau PPJD 

Pemohon (Sekretarls Kelengkapan Waktu Out put Ke 
atau PPID Daerah) Pembantu 
Pembantu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

Pemohon dapat menyampalkan permohonan lnformaslyang 
dibutuhkan melalul : (1) datang langsung dan menglsl 
formullr permohonan lnformasl dengan melengkapl ( ) (1) Formullr PengaJuan 

fotocopy ldentltas dlrl (KTP/SIM/Paspor), (2) melalul Keberatan lnformasl yang 

website dengan menglsl formullr yang telah di download tersedlan di meja pelayanan Formullr pengajuan keberatan 

1 dan menyertakan scan ldentltas dirl (KTP/SIM/paspor) 
PPIO atau ditampllkan di Setlap harl pelayanan lnformasl publlk yang 
website dan dapat di download, kerja telah dllsl lengkap dan dllamplrl 

kemudlan dlkirlm ke alamat email PPID yang tertera di (2) Fotocopy atau scan ldentltas fotocopy/scan ldentltas dlri 
website. (3) menglrlm fax formullr permohonan lnformasl dlrl pemohon yang mengajukan 
yang telah dllsi lengkap dlsertal dengan fax ldentltas keberatan 
(KTP/SIM/paspor) ke nomor fax PPID (yang telah 
dlcantumkan di website maupun brosur/poster PPID) 

I I Buku register file khusus 
Melakukan reglstrasl formullr pengajuan keberatan I dalam bentuk softcopy 

Daftar pengajuan keberatan 

2 pelayanan lnformasl dan menyampalkan pengajuan tentang reglstrasl pengajuan 
Setlap harl pelayanan lnformasl yang telah 
pada Jam kerja tersusun dalam buku register dan 

keberatan kepada atasan PPID (Sekretarls Daerah) keberatan pelayanan file khusus reglstrasl 
lnformasl 

3 

Memerlksa formullr pengaJuan keberatan darl para 
pemohon da memerlntahkan PPID dan PPID Pembantu 
untuk menjawab permlntaan 

Berkas pengajuan kebertan 
pelayanan lnformasl yang 
telah dllsl lengkap 

Setlap harl 
kerja 

Daftar surat yang deberlkan 
kepada PPID dan PPID Pembantu 

2 



.-- 
(1) Berkas pengajuan Setiap hari it perintah tertulis kepada 
kebertan pelayanan informasi kerja t't'10 PPID Pembantu untuk 

Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk yang telah dilsi lengkap, (2) memenuhi permintaan pemohon 
4 I I 

Daftar lnformasi Publik yang yang mengaJukan kebertan memenuhi permintaan informasi dari pemohon 

I telah diumurnkan pelayanan publik 

Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon kepada Dokumen /informasl yang Setiap hari, lnformasl publlk yang diminta 

Atasan PPID jlka lnformasl yang dimaksud telah masuk dimaksud oleh pemohon atau makslmal harus oleh pemohon atau surat 
rekomendasi surat penolakan ditanggapi 30 penolakan kepada pemohon 

daftar lnforrnasi publlk. Atasan PPID akan menjawab ( \ I I dari PPID atau PPID (tlga puluh) harl 

pengajuan keberatan kepada pemohon. Jlka lnformasl yang I I~ Pembantu karena lnformasl sejak 

s yang dlmlnta merupakan dicetaknya 
diinglnkan pemohon tldak termasuk dalam daftar lnforrnasi lnformasl yang dikecualikan pengajuan 

keberatan 
publik yangtelah dlumumkan ( karena lnformasi belum tersebut dalam 

tersedla atau termasuk lnformasi yang dlkecualikan), maka register 
keberatan 

diberikan surat penolakan kepada pemohon 

: Dimulalnya dan berakhlr suatu prosedur /f BUPATI BOLAANG MONGONOOW TIMUR,t 

-»: 
52DJAR 

: Proses berjalannya suatu prosedur 

0 
l 

: Pengambilan keputusan 

: Arah prosedur 

LJ : Koneksl perpindahan halaman 



LAMPIRAN IV 
NOMDR 
TANG GAL 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI 

2017 
STANDAR OPERASIONAL PROSEOUR LAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT ~ 
PENGELDLA INFDRMASI DAN DDKUMENTASI (PPID) KABUPATEN 
BDLAANG MDNGONDDW TIMUR 

PPID KABUPATEN BOLAANG MONGONOOW TIMUR 

FDRMULIR PERMDHDNAN INFDRMASI 

Komplek Perkanturan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 
Jl Trans Sulawesi Unglmr Selatan - Tutuyan 

No. Pendaftaran (diisi petugas!: - ._ 

Nama 

Alam at 

Hamor Telepon/E-mail 

Rincian lnformasi yang dibutuhkan 

T ujuan Penggunaan lnformasi 

Cara Memperoleh lnformasi** : 

o Melihat/membaca/mend 
engarkan/Mencatat 

o Mendapatkan salinan 

informasi 
(hardcopy I softcopy )*** 

Cara Mendapatkan Salinan lnformasi***: 

o Mengambil Langsung 
o Pas 
o Kurir 
o E-mail 
o Faksimili 

Bolaang Mongondow Timur 2017 

Petugas Pelayanan lnformasi 
(Penerima Permohonan) Pemohon lnformasi 

( _._ _. - ) 
Nam a dan T anda T angan 

<----·--······-·--·· .. ··-··--· ...... ) 
Nama dan Tanda Tangan 

~nqan: 
• lliisi oleh petugas berdasarbn numur registrasi pennohonan lnlnrmasi Publik 
• • Pilih salah satu dengan dilingkari 
••• Cnret yang tidak perlu 



(a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon infonnasi dapat: Menghambat 

proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual 

dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, Membahayakan pertahanan dan keamanan 

Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; 

Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi 

r -., dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau 

surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan 

kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan 

berdasarkan Undang-undang. 

Hak-hak Pemohon Informasi 

I Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik, 

kecuali: 

(b) Badan Publikjuga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau 
didokumentasikan 

II. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Peraturan Pimpinan 

Badan PubJik ada1ah ( diisi sesuai dengan Peraturan Pimpinan Badan Publik) 

III. Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis atas diterima atau tidaknya 

permohonan informasi dalan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan 

informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 

1 x 7 hari kerja. 

PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA TERIMA PERMINTAAN INFORMASI BERUPA 
NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda terima tidak diberikan 

tanyakan kepada petugas informasi aiasannya, mungkin pennintaan informasi anda kurang lengkap. 

IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal menolak 

permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat 

mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak di 

permohonan informasi ditolak. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang 

diajukan Pemohon Informasi selambat-Iambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan tertulis 

yang diajukan oleh Pemohon Infonnasi diterima, 

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi 
dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari 
kerja sejak tanggapan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon Informasi Publik. 



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID 
JI. Trans Sulawesi Lingkar Selatan - Tutuyan 

Status lnformasi 
Bentuk lnformasl Yang 

Jenis Permohonan Harl dan Tanggal 
Blaya dan cara 

lnformasl Tujuan Dikuasakan Pembiayaan 

Tanggal Nama Ala mat 
Nomor Pekerja 

Dlbawah Bel um Melihat/ 
Alasan 

No Yang Penggunan Keputusan Pemberit 
Kontak an Memlnta Penolakan Pemberian 

Dimlnta lnformasi Penguasaan Didokument Softcopy Hard copy Mengeta ahuan 
lnformasl 

Blaya Cara 

aslkan hui 
Salinan Tertulis Ya Tdk 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Keterangan 
Nomor 
Tanggal 
Nam a 
Ala mat 
Nomor Kontak 
Pekerjaaan 
lnformasi yang diminta 

: Diisi tentang nomor pendaftaran permohonan inforomasi publik 
: Diisi tentang tanggal permohonan diterima 
: Diisi tentang nama pemohon 
: Diisi tentang ala mat lengkap dan jelas pemohon informasi untuk memudahkan pengiriman informasi publik yang diminta 
: Diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email pemohon informasi publik 
: Diisi tentang pekerjaan pemohon informasi publik 
: Diisi tentang detail informasi yang diminta 

Status lnformasi 
Tujuan lnformasi yang diminta : Diisi tentang tujuan I alasan permohonan dan penggunaan informasi 

Bentuk informasi 
Jenis Permohonan 
Keputusan 
Alasan Penolakan 
Hari dan Tanggal 

Biaya dan Tanggal 

: Diisi tentang memberikan tanda v bila tidak dibawa penguasaan, tuliskanlah badan publik yang menguasai bila diketahui sesuai dengan isian di formulir pemeberitahuan 
tertulis 

: Diisi dengan memberikan tanda (v) 
: Diisi dengan memberikan tanda (v) 
: Diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis 
: Diisi tentang alasan penolakan oleh atasan PPID 
: Diisi tentang : 
a. Hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang No 14/2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik dan 

Peraturan ini. Waktu pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan informasi apabila permohonan ditolak. Dengan kata lain, dalam hal permohonan 
lnformasi publik ditolak, maka pemberitahuan tertulis ini sama dengan penolakan. 

b. Hari dan tanggal pemberitahuan informasi kepada pemohon informasi publik 
: Diisi tentang biaya yang dibutuhkan serta perincian dan cara pembayaran yang dilakukan. 



PPID KABUPATEN BDLAANG MDNGDNDDW TIMUR 
Jin. Trans Sulawesi lingkar Selatan - T utuyan 

PEMBERITAHUAN TERTULIS 
Berdasarkan permohonan lnformasi pada tanggal bulan tahun dengan nomor pendaftaran" Kami menyampaikan kepada Saudara/i: 

Nama 

Alamat 

Nomnr Telepon/E-mail 

Pemberitahuan sebagai berikut: 

A. Inf onnasi Dapat Oiberikan 

No Hal-hal terkalt lnfurmasi Publik Keterangan 

I Penguasaan lnformasi Publik .. 0 Kami 
0 Badan Publik lain. yaitu ... 

2 Bentuk fisik yang tersedia .. 0 Soltcopy(rermasuk rekaman). 
0 Harrlcopy/salinan tertulis. 
0 Penyalinan Rp .................... x ....... (imlh lembaran) = Rp ............ 

3 Biaya yang dibutuhkan ... 0 Pengiriman Rp ............ 
0 Lain2 Rp ............ 
0 Jumlah Rp ........... 

4 Waktu penyediaan .............. hari 
Penjelasan penghitaman/ pengaburan lnformasi yang dimohnn"?" 

5 
(tambahkan kertas bila perlu) 
• ,,.,,, .. H .. •o•••-••••-•••••••••••••-••••••••••n•-••••••OoOoooo•o•o••••••••••.,••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

............................................................................................................................ 

B. lnfnrmasi tidak dapat diberikan karena:** 

o lnformasi yang diminta belum dikuasai 
o lnformasi yang diminta belum didokumentasikan 

Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu ••••• 

Bolaang Mongondow Timur 2Dl7 

Pejabat Pengelola lnfnnnasi dan Dokumentasi 
(PPID) 

( _ .) 
Hama 6 Tanda T angan 

Keterangan: 

• Oiisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan. 

•• Pilih salah satu dengan memberi tanda (J). 

••• Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pas) sesuai dengan 

standar biaya yang telah ditetapkan. 

•••• Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen. maka diberikan alasan penghitamannya ...... 

Oiisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta t 



PPID KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 

Jin. Trans Sulawesi Lingkar Selatan - Tutuyan 

FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI 
No. Pendaftaran (diisi petugas)*: .. 

Nama ············································································· 

Ala mat 

Pekerjaan 

Nomor Telepon/E-mail 

Rincian Informasi Yang Dibutuhkan 

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah : 

I INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

Pengecualian informasi 
didasarkan pada alasan 

o Pasal 17 huruf UU KIP ** 

o Pasal UU *** 

Bahwa berdasarkan Pasal-pasal di atas, membuka informasi tersebut menimbulkan konsekuensi sebagai berikut : 

............................................................................................................................................................................. 
····························································································································· 

Dengan demikian menyatakan bahwa : 

I PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK 

Jika Pemohon informasi keberatan atas pnolakan ini, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada 

Atasan PPID, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini. 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Bolaang Mongondow Timur, ,,,, 201... 

( ) 
Nama dan Tanda Tangan 

Keterangan: 

*. Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik. 

** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a - i, UU KIP. 

*** Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang undang 

lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya). 

**** Diisi oleh petugas sesuai dengan jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP. 

t 



PPID KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 
Jin. Trans Sulawesi Linakar Selatan - Tutuvan 

FORMULIR KEBERATAN 
(RANGKAP DUA} 

FORMAT KEBERATAN PERMOHONAN INFORMASI 

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN 

Nomor Registrasi Keberatan 

Nomor Permohonan Informasi 

Tujuan Penggunaan lnformasi 

Identitas Pemohon 

: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (diisi petugas) * 
................................................... 

Nama 

Ala mat ................................................... 
Nomor Telepon 

Pekerjaan . ................................................... 
Identitas Kuasa Pemohon * * 

Nam a 

Alamat 

Nomor Telepon 

················ . 

B. ALASAN KEBERATAN *** 

o Permohonan Informasi Ditolak 

o Informasi berkala tidak disediakan 

o Permintaan informasi tidak ditanggapi 

o Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta 

o Permintaan informasi tidak dipenuhi 

o Biaya yang dikenakan tidak wajar 

o Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan 

C. KASUS POSISI ( tambahkan kertas bila perlu) 

.................................................................................................................................................................. 
················································································································································· 



-- 
D. HARI / TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : 

..... (tanggal) (bulan) (tahun) (diisi oleh petugas) **** 

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih. 

Mengetahui, Bolaang Mongondow 

Timur, 2013 

Petugas Informasi 

{Penerima Keberatan) Pengaju Keberatan 

( ) ( ) 

Nama & Tanda Tangan Nama & Tanda Tangan 

~BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR~ r ~~ 
SE~AR 


